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BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 2} TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat {4] dan

ayat (7} Peraturan Pemerintah Nomeor 47 Tehun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor &

Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

/!

Pasal 1B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undeng Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Duaerah-Daerah Tingkat 1 dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat [ Bal, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaren Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Repubilik Indonesia
Nomor 5493) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomar 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Ngmor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5587 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Millkk Desa (Lemmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATL TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN

ALOKASI DANA DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

3.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang uniuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam Sistemn Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa
adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Alokasi Dana Desa yang selanjutnva disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah
rekening tempal penyimpanan uang daerah vang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.



Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat
penyimpansn uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank
yang ditetapkan.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan adatah Lembaga yang dibeniuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah
lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra
Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta
kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.

. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

BAB 11
PENGALOKASIAN

Pasal 2
Pemerintab Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD kepada setiap Desa,
Pengalokasian ADD sebagaimmana dimaksud pada avat (1) sebesar 10%
(sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah
setelah dikurangi Dana Alcokasi Khusus.
ADD untuk  seluruh Desa Tahun  Anggaran 2025 sebesar
Rp.41.341.067.300,- (empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluah satu
juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini
ADD sebagaimana dimaksud pada ayat {3] dialokasikan kepada 63 (enam
pulih tiga) Desa dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

a. Pengalokasian biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
tunjangan dan operasional BPD,
b. Kebutuhan biaya operasional 22 [dua puluh dua) Desa Persiapan; dan

. Dalam hal terdapat kelebihan anggaran setelah perhitungan kebutubhan
sehagaimana dimaksud pada huruf a dan hurwf b, dibagi rata pada 63
[enam puluh tiga} Desa,




(1)

(2)

(3)

(4)

(5}

(1)

(2)

(1)

BaB I
PENYALURAN

Pasal 3
Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD pada
rekening Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari besaran ADD
setiap Desa.
Penyaluran ADD bulan pertama dilakukan setelah Pemerintah Desa
menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan menyampaikan APB Desa
kepada Bupati.
Penyaluran ADD bulan kedua dan bulan berikutnya dilakukan setelah
Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran bulanan dan
laporan posisi kas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupatt tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
Rincian ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4
ADD digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam
bidang :
a penyelengpgaraan pemerintahan Desa; dan
b, pembinaan kemasyarakatan Desa;
Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan
kepada masyarakat oleh pemerintah Desa diruang publik atau dipapan
pengumuman Desa vang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 5
Prioritas Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf & digunakan untuk
pemenuhan kebutuhan antara lain :

a penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

o

tunjangan dan operasional BPD sebesar;

operasional pemerintah Desa;

. operasional pemerintah Desa Persiapan;

penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

T R = B ¢

honorarium tenaga administrasi Desa;

=gl |

. pendataan Desa;



i penyelenggaraan musyawarah Desa;
j  pengelolaan informasi Desa;
k penyelenggaraan perencanaan Desa;
. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
m. penyelenggaraan kerjasama antara Desa,
n. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana kantor Desa;
o. Peningkatan kapasitas kepala desa dan Perangkat Desa berupa
pelatihan, studi banding, bimbingan teknis; dan
p kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya yang sesuai
dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
(2) Prioritas Penggunaan ADD untuk pembinaan kemasyarakatan Desa
schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1} huruf b, digunakan untuk
. pemenuhan kebutuhan antara lain :
Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
Pembinaan kerukunan umat beragama;
Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;

Pembinaan lembaga adat;

= f p o g p

Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang sesual dengan

e

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa,
(9] Pemenuhan kebutuhan prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud
. pada ayat {1) dan ayat (2] dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APB

Deaa.
Pasal 6

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB Vv
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7
(1) Laporan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban
APB Desa.
(2) Laporan pengelolaan ADD disampaikan oleh Desa kepada Bupati melalui
Badan Keuangan dan Asset Daerah.



(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} berupa :
a. laporan realisasi penyerapan ADD secara berkala pelaksanaan penggunaan
ADD vang disampaikan paling lambat tanggal 15 setiap bularm;
b. laporan realisasi penggunaan ADD tahunan paling lambat minggu keempat
bulan Februari tahun anggaran berikutnya; dan

c. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa;

BAB VI
SANKS!

Pasal 8

(1) Setiap Desa yang melanggar ketentuan sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 5
dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Sanksi sebagaimana ayat (1} diatas, dapat berupa :
. a . Desa vang pencairan ADDnya tidak dapat mencapai 100%, maka ADD
tahun berikutnya akan dikurangi sejumlah SILPA.
b. Penundaan penyaluran ADD bagi desa:
1. terilambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban
keuangan (SPJ);
2. sudah membuat/mengirimkan SPJ namun belam lengkap bukt
pendukungnya; dan
3. tidak tertib administrasi.

BAB Vi
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan
ADD,

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim
Verifikasi tingkat Kecamatan.

(3) BPD melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa tentang APB Desa.

{4] Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



BAB VII
PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 6 gonuart 201

BUPATI SUMBA MU&T.
’f

F

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, & {pmuar% =ap iy

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA B T,

“RMIA NDAPA DODA
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025 NOMOR ~2

Paraf Hierarki
Sekretaris Daerah‘_KabuPaten Sumbe Barat
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat %_
“Kepala Bagian Hukum a B
Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat e,




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
- NOMOR  : 4 TAHUN 2025

TANGGAL : (& gopuort Jodf
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKAS| DANA DESA

Na NAMA DESA “"G”I;?E{DB"“ e AN PAGU ADD 202 BHP ADD+EHP
1 | TANA RIGHU 11.038.857.900 178.837.200 | 11.215.695.100 126.000 000 | 11.341.895.400
1| Lowo Ry &7 410 600 17883 200 B4924E8 00000 T000.000 B56.248 (KX
2 | Lol Wwano 817840 800 617510800 00 7.000.000 624 610800
3 | Malata 638210800 638 210800, 00 2.000.000 B48.2 10800
4 | Mgadu Pada 622 410800 822 41080000 7.000 000 828 410 8OO
5| Lingu Langs 830 810 8OO 830810800 00 7.000 000 837410800
8| Kamka Mduku 801410 800 #1410 800 00 7 GO0 000 508 410500
7 | WanoKasa B34 810800 82 4510 B00, 00 7. 000000 631810800
& | Wee Fatola 567393 500 SG7 393, 50000 7 000 00O 804 363 500
9 | Zala Kadu €17510.600 81781 0:800,00 7600000 6248103800
10 | Bondo Ters 82 410 800 828 410 90000 7 000 000 835 410 800
1| Mars Kuku B4 B0 800 G14 910800 00 7.000.000 82151 0800
12 | Lol Tens 576 73 500 578763, 50000 7,000 000 585 783, 500
13 | Kmroka Mouku Utans 5§ 71503.500 571503, 50000 7. D0 000 578 583500
W | Kareka Nduku Seleten 582 410 8RO BE2 410 80000 7000060 5O 410 300
18 | Manu Mada 830810600 A30810800,00 7000 000 437810800
¥ | Bu Loda 823 910 800 825 910800,00 7.000.000 830 ¢10800
17 | Kakebn: And Kaka 595 593 500 505 543500 00 7.000 000 802 593500
18 | Tercna 678 743 BOO 578743 50000 7000 000 585 743 500
n | Lol 5.408.136.300 547.7311.300 5.956.867.600 83.000.000 6.018.847.600
1 | Bera Doly 650810 8OO 190, 533 BOG B50 144 80000 7.000 000 A5 14 800
2| Doka Kaka 802 944,400 £3.606.200 S8pa552 A0000 7. 000000 703552 80O
3| Tana Rara @17610 800 8176810800,00 7,000,000 €24 810,800
4 | Ball Ledo 821 500 000 821800 00000 7.000 000 820 800000
5| Decekmdy 582,21, 800 E2877.200 854, 886 00D 00 7000 000 6 71888 000
8| Ubu Pade 8256 810 800 88,713,000 722 32380000 7.000.000 729323 8O0
7| Tema Tana 567 693500 5879893.500 00 7.000.000 574903500
& | Vou Raw 585 210,800 4. 180 100 A7R400. 50000 7, (00 D00 BE8 408 600
& | Manols 530144 400 535144 40000 7.000.000 5L w4 400
N | WANUKAKA 8.536.382 500 275.569.000 B.810.981, 500 $8.000.000 8.808.981.600
1| Katiku Loku 831410, 800 63141080000 7000, 000 836.410:800
2 | HupuMnda 822 6 800 02354 800 7152130 80000 7,000, 000 722,290,800
3| Praiakl 827 2108 7767500 704 BR0400,00 7.000.000 711,800 400
4 | Hiba Wawi 510440 B0Q 610410 60000 7000 000 17410800
5 | Waihura 636,210 500 105634, 800 744745.400,00 7.006) 0K 751745400
8| Pahola 810410, BOO 810410, 800,00 7000 DO 217 410800
7 | Bali Loku 844,510, 600 84481 0:300,00 7.000.000 85161050
8| Tara Manu 10410 800 810410800 00 7.000.000 817 410800
& | Mamodu 576810800 57661080000 7,000 000 583610800
10 | Fua 605610800 805 B10. 60000 7000 000 612 B4DBOO
11 | Rewa Raa 570544, 400 5 1544 . 400,00 7.000:004 577544400
2 | Wel Mangoma 584,210 600 5fi4.210800.00 7000 000 801210800
13 | AnaWelu 572863 500 57350350000 7.000.000 580893500
' | Parl Rara 817610 800 B17.610.800,00 7,000, 000 824810800




W | LAMBOYA 6.799.118.300 633.137.200 7.432,266.100 T7.000,000 | 7.509.256.100
1| Fatiala Bawa 835010800 80473200 72568400000 7004 000 732884000
2 | wwailibo £17.010.800 0,580, 800 FOF 580 40000 7.000.000 714580400
3| Lamboya Bawah 629 810800 86892 400 716.302200.00 7,000 000 723302200
4 | Watu Kanere 840 410 8OO BE B8O B0D 707 271800 00 7000 000 714271800
5| Kabu Karudi 823 810,800 B8, 287. 500 712886, 20000 7.000000 719888,300
8 | Rajaka 808 810 400 04 a8 300 713254 100,00 7,000000 T20 254 100
7 | Sodana 506 210800 808 210 80O, OO 7. 000000 613210800
8| Labme Deie 646 419 BOO 48 410 800,00 7000000 853 410800
8| Angu Rara ¥4 610800 A 210,500 842 821300, 00 7000 GO0 HAD 821,300

1 | Bode Hula 808 810 800 808 51080000 7.000.000 615810800
1 | Paln Moke 805010800 GO5010800, 00 7.000 000 812010800

V | KOTA WAIKABUBAK 4.480 892,980 103.103.400 | 4.583.696.380 48,088 000 4.832.7T62.380
1| Kodaka 850 (10 B 850,010 80000 7000000 857 010800
2| Tebara agr 345 400 SE7345 40000 7.000.¢00 704 345400
3| Kammbu Kuni 40 410 500 640 410 BDOOO 7 000 GO0 847 410800
4 | Soba Rads 853810800 W03 103 400 THAT4 20000 7 000000 TAIT14200
5 | Lapale 561783 580 651,783 58000 7 086 000 658 858 580
a | Modu YWimaringu 853.010.800 a53 010800, 00 7.000,000 880010400
7 | Puu Mawo B34 410 800 834 410 80000 7.000 000 841 410800

Vi | LABOYA BARAT 2.500.043.200 301,481,420 2.901.52 4.8620 28.000.000 2.929.5624 820
1| Wes Tans &5 M0 800 B0 048 300 TH3.250 10000 7 000000 T8 59 100
2 | Gaurs B80.Z 10800 221433120 BE1 84392000 7,000,000 868 843 920
3| Patiale Data G50 510 800 &850 810 S00.00 7 000 000 &% 210800
4 | Hmrona ks 438 010800 €38 01080000 7000000 45 (10800

JUMLAH 38.860.141.680 | 2.039.869.620 | 40.000.001.300 | 441.086.000 | 41.341.067.300

Parsf Wlerarkl /}‘

Sekretaris Doerah Kab Sumba Barat

Asistan Pamarntehan dan Kesers

Kapda Bagan Hukum

Kapaa Dinas PMD Kab. Sumba Baral




